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INTISARI

Oleh:
Ira Setiawati Lawali', Yulkarnain Harahab?

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor
penyebab pembuatan APHT pada akad Murabahah di BPRS Saruma Sejahtera
oleh PPAT vyang tidak sesuai dengan Perkaban Nomor 8 tahun 2012, serta
mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi APHT pada akad Murabahah di
BPRS Saruma Sejahtera yang tidak sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata dan
Perkaban Nomor 8 tahun 2012.

Jenis dan sifat penelitian ini adalah Normatif Empiris dan sifat penelitain
bersifat deskriptif.

Hasil penelitian, seorang PPAT harus mengamalkan sumpah jabatan,
diantaranya kecermatan saat buat akta, dan tidak boleh jadikan alasan rangkap
jabatan sebagai Notaris atas kekeliruan pada APHT pada akad Murabahah di
BPRS Saruma Sejahtera. Akibat hukum bila seorang PPAT tidak memeprhatikan
pembuatan APHT pada akad Murabahah di BPRS Saruma Sejahtera sesuai
dengan Pasal 1868 KUHPerdata dan Perkaban Nomor 8 tahun 2012 adalah,
APHT tersebut tidak dapat dieksekusi bila ada perselisihan diantara para pihak di
kemudian hari dan Kepala Kantor Pertanahan dapat menolak pendaftaran akta
PPAT bila tidak sesuai dengan Perkaban Nomor 8 tahun 2012.
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ABSTRACT

By
Ira Setiawati Lawali', Yulkarnain Harahab?

This law writing aims to find out and analyse the APHT on the
Murabahahcontract by the PPAT at BPR SarumaSejahtera, which is not
underRegulation of Head National Land Agency (Perkaban) No. 8 of 2012.
Moreover, this paperanalyses the legal consequences of the APHT in the
Murabahah contract made by the PPAT at BPRS SarumaSejahtera, which are
incompatible with article 1868 KUHPerdatajoPerkaban number 8 of 2012.

The type of this research is empirical normative research, and the nature of the
study is descriptive research.

The results of the study, PPAT, may not be the reason for multiple positions as
a Notary, for the mistake in the APHT is the Murabahah contract. A PPAT must
practice the oath of office, including accuracy when doing a deed. Also because it
is closely related to the PPAT code of ethics. If the PPAT does not pay attention
to the making of the APHT in accordance with Article 1868 of the Civil
LawjoPerkaban number 8 of 2012. As consequences, the APHT cannot be
executed if there is a dispute between the parties, and the Head of the Land Office
rejects the registration of the PPAT certificate which is not in accordance with
Perkaban Number 8 of 2012.
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